KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
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Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tcknologi Republik [ndoncsm
Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan.
Kebudayaan. Riset, dan Teknologi:

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
Nomor 263/0/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tcknologi Republik Indonesia
Nomor 55/0/2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset. dan Teknologi;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Dasar, dan
Pendidikan Menengah Nomor 6812/C/0T.02.00/2022 tentang Peta Proses Bisnis
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini. Pendidikan Dasar, dan Pendidikan
Menengah.

5. Keputusan Menteri Nomor 1227/M/2020 tentang Peta
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Jalan Reformasi Birokrasi

I. Memahami tugas pokok dan fungsl BPMP
2. Memahami alur kerja tim pembangunan ZIWBBM
3. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku

Keterkaitan :

_ |Peralatan/Perlengkapan :

1. PDK-10.01 Manau.men Perubahan
PMP-10.01.CFM.01 Manajemen Perubahan
POS Pembentukan Agen Perubahan

POS Pembentukan Tim RBI

FORNON I S )

1. Lembar Disposisi

2. Peraturan Perundangan Zona Integritas
3. Komputer/Scanner/Printer

4. Jaringan Internet
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. |Pencatatan dan Pendataan

L Pdaksana bertanggung jawab atas odakmman aktivitas yang n_»ldh dibak ..L can dap
ditetapkan, kemudian jika pelaksana dalam keadaan buhalansdn, maka dialihkan ke
pelaksana lain dengan perintah atasan.

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan.
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1. Dicatat dalam berkas kearsipan Baiai I’uuamman Mu(u Pendldlkan

Prov. D.I. Yogyakarta







